BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan pengawasan dana alokasi
umum untuk bantuan sosial selama masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh
Dinas Inspektorat Daerah Kota Kupang sudah berjalan dengan efektiv dengan

melaksanakan empat (4) kegiatan pengawasan yaitu:

1. Dinas Inspektorat Daerah Kota Kupang telah  melaksanakan kegiatan
monitoring. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan adalah melakukan
pemantauan selama kegiatan berlangsung terkait dengan pelaksanaan bantuan
sosial, prosedur penyaluran bantuan kepada masyarakat, dan pemeriksaan
berkas penerima bantuan sosial. Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring ini
masih mengalami keterlambatan. Hal ini dikarenakan dari pihak kelurahan
terlambat memasukan data penerima bantuan sosial.

2. Dinas Inspektorat Daerah Kota Kupang telah melaksanakan kegiatan reviu
yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti kegiatan bantuan
sosial sembako yang digunakan Dinas penyelenggara selama Kkegiatan
berlangsung.

3. Dinas Inspektorat Daerah Kota Kupang telah melaksanakan Kegiatan audit
yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban

keuangan yang digunakan selama kegiatan berlangsung dari Dinas Sosial
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sebagai penyelenggara kegiatan bantuan sosial sembako untuk masyarakat
terdampak Covid-19 di Kota Kupang.

4. Dinas Inspektorat Daerah Kota Kupang telah melaksanakan kegiatan evaluasi
yaitu mengambil kesimpulan terkait keberhasilan atau kegagalan terhadap
adanya kegiatan bantuan sosial sembako untuk masyarakat Kota Kupang yang
terdampak covid-19, terkait keberhasilan dari adanya kegiatan bantuan sosial.
Dari hasil kegiatan evaluasi ini sudah dilakukan dan berjalan dengan efektiv,
dan kegiatan bantuan sosial sembako yang diselenggarakan juga mencapai
tujuan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penerima bantuan sosial mencapai

24.104 Kkeluarga penerima manfaat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang, untuk terus mengadakan kegiatan
bantuan sosial sembako selama masa Pandemi Covid-19 masih menyebar di
tengah masyarakat karena dengan adanya kegiatan bantuan sosial tersebut
akan sangat membantu kebutuhan pangan terutama masyarakat yang
terdampak Covid-19.

2. Bagi Instansi pengelola bantuan sosial sembako agar dapat melaksanakan
kegiatan bantuan sosial dengan baik adil dan teliti agar manfaat dari adanya
kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Kupang terutama

yang terdampak Covid-19
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3. Bagi Dinas Inspektorat Kota Kupang harus bertindak tegas dalam melakukan
pelaksanaan pengawasan bantuan sosial sehingga bantuan yang diberikan
tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat Kota Kupang yang

membutuhkan.
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